BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah di bahas dalam bab-bab terdahulu, maka
penulis menyimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor terjadinya sengketa tanah pada masyarakat Dea Bodi adalah:

a. Klaim batas masing-masing pihak bahwa tanah tersebut adalah miliknya
berdasarkan batas yang telah ada.

b. Tanah adalah persekutuan sehingga jika akan di kelolah harus mendapat
ijin terlebih dahulu dari pihak persekutuan.

c. Adanya pergeseran batas tanah karena pada umumnya batas yang
digunakan hanya bersifat permanen, seperti menggunakan tanaman-tanaman.

2. Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah pada masyarakat
Desa Bodi sebagai hakim perdamain dalam persidangan dan dalam pengambilan
keputusan yang mana keputusan itu mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa.
Sedangkan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh kepala Desa dalam
menyelesaikan sengketa tanah adalah bahwa saksi tdak mau menjadi saksi, bukti-
bukti kurang lengkap, dan apabila ada sengketa biasanya penyelesaianya
dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengk.

3. Proses penyelesaian sengketa batas Tanah dilakukan melalui tahap
pengaduan yang dilakukan secara tertulis kepada kepala Desa Bodi, dilanjutkan
dengan pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa yang dilakukan secara tertulis
oleh Kepala Desa dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan pemerintah

Desa Bodi. Selanjutnya proses musyawara, setelah adanya pengaduan dengan



dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Dalam proses penyelesaian tersebut
tercapai kesepakatan yang kemudian di tuang dalam surat kesepakatan bersama
yang di sepakati para pihak yang selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada para
pihak untuk dilaksanakan.
5.2 Saran

Bardasarkan uraian yang telah di bahas dalam bab-bab terdahulu, maka
penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Hendaknya apabila terjadi sengketa tanah, para pihak dapat
menyelesaikannya secara musyawara untuk menghindari terjadinya perpecahan.

2. Hendaknya pada batas patok-patok di gunakan batas yang bersifat yang
lebih kuat, agar tidak dapat mudah bergeser ataupun hilang sehingga tanda
kepemilikan tanah dapat menjadi lebih pasti.

3 Mengingat kepala Desa merupakan tokoh yang sangat di segani, hendaknya
bersikap lebih bijak dalam memutuskan suatu perkara agar tidak ada pihak-pihak
yang merasa di rugikan.

4. Sebagai masyarakat Adat, yang tentunya memegang teguh adat diharapkan
agar tidak dapat bertindak yang dapat merugikan diri sendiri terutama di
lingkungan kehidupan bermasyarakat.

5. Selama ini masyarakat Desa Bodi untuk menyelesaikan sengketa masi di
bilang kurang paham, karena masih minimnya pengetahuan mengenai

penyelesaian masalah atau hukum yang berlauku,
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